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PENGERTIAN PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
(Value Added Tax / VAT)

Yaitu Pajak atas konsumsi umum dalam negeri (daerah 
pabean), baik berupa konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) 
atau Jasa Kena  Pajak (JKP) yang dikenakan bertingkat 

disetiap jalur produksi dan distribusi



SEJARAH PPN DI INDONESIA
PAJAK PEMBANGUNAN I

1 Juni 1947 

UU No 32/1956

MENJADI PAJAK DAERAH

PAJAK PEREDARAN
UU No 12/1950 mulaiberlaku 1 Januari 1951

PAJAK PENJUALAN
UU No 18 Drt/1951 jo UU No 85/1953

mulai berlaku 1 Oktober 1951

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UU No 8 /1983 std dg UU No. 11/1994 UU No 18/2000

UU No 42/ 2009 mulai berlaku 1 April 1985



KARAKTERISTIK PPN
1. PPN merupakan Pajak Objektif
Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban 

pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, 
peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak (disebut 
objek pajak)

Sebagai pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN 
ditentukan oleh adanya objek Pajak

2. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung
Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bhw antara pemikul 

beban pajak dgn penanggungjawab atas pembayar- an pajak ke 
kas negara berada pd pihak yg berbeda.

Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena 
Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu 
Penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara adlh 
Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sbg Penjual Barang Kena 
Pajak atau Pengusaha Kena Pajak



KARAKTERISTIK PPN (2)
3. PPN merupakan Multi Stage Tax
Karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai 

jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan 
barang menjadi Objek PPN dimulai dari tingkat Pabrikan 
(Manufaktur), kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam 
berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat 
Pedagang Pengecer dikenakan PPN.

Contoh : PT. X adalah perusahan yang memproduksi Barang 
Kena Pajak (BKP), dimana BKP tsb dipasarkan melalui 
saluran distribusi tidak langsung.



KARAKTERISTIK PPN (3)

Rantai Jalur Produksi : PT. X sbg Produsen (Pabrikan), 
Agen, Pengecer (Retail) dan terakhir Konsumen. Untuk 
memproduksi produk “X” dibutuhkan biaya total sebesar 
Rp. 10 juta.  Mark up yang diambil oleh  PT. X sebesar 
Rp. 5 juta shg produk “X” dijual ke agen dengan hrg  Rp. 
15 juta.  Agen menjual produk “X” ke retail dengan mark 
up atau keuntungan sebesar 15% dari harga beli, 
sedangkan retail mengambil keuntungan sebesar 10% 
dari harga beli. PPN dihitung berdasarkan Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP)
Berapa total PPN (tarif UU baru) yang dipungut untuk 
produk “x” ?



KARAKTERISTIK PPN (4)
Contoh: “PPN merupakan Multi Stage Tax”
 PT. X adalah perusahan yang memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), dimana BKP tsb dipasarkan melalui saluran 
distribusi tidak langsung. Rantai Jalur Produksi : PT. X sbg Produsen (Pabrikan), Agen, Pengecer (Retail) dan terakhir 
Konsumen. Untuk memproduksi produk “X” dibutuhkan biaya total sebesar Rp. 10 juta. Mark up yang diambil oleh PT. X 
sebesar Rp. 5 juta shg produk “X” dijual ke agen dengan hrg Rp. 15 juta. Agen menjual produk “X” ke retail dengan 
mark up atau keuntungan sebesar 15% dari harga beli yaitu 15% x  Rp. 15 juta = Rp. 2.250.000 sehingga produk “X” 
dijual ke Retail dengan harga Rp. 17.250.000, sedangkan retail mengambil keuntungan sebesar 10% dari harga beli 
yaitu 10% x Rp. 17.250.000 = 1.725.000 sehingga produk “X” menjadi Rp. 18.975.000. PPN dihitung berdasarkan Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP), maka berapa total PPN yang dipungut untuk produk “x” ?

Wajib Pajak 

(Pemungut)

Dipungut Biaya 

(1)

PPN masukan 

(2) =  11% x (1)

DPP

(3)

PPN keluaran

(4) =11%  x (3)

Tambahan Pajak

(5)=(4)-(2)

PT ”X” Agen 10.000.000 1.100.000 15.000.000 1.650.000 550.000

Agen Retail 15.000.000 1.650.000 17.250.000 1.897.500 247.500

Retail Konsumen 17250.000 1.897.500 18.975.000 2.087.250 189750



KARAKTERISTIK PPN (5)
5. PPN yg diterapkan adalah PPN Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT)
Dilihat dari sisi perlakuannya thdp brg modal maka seluruh biaya yg dikeluarkan 

utk memperoleh barang modal dpt di kurangi dari Dasar Pengenaan Pajak 
(DPP), shg kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas brg 
modal dpt dihindari. Hal ini dpt mendorong pengusaha yg dikenakan PPN utk 
melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala. 

6. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di 
dalam negeri. Oleh karena itu, untuk komiditi impor dikenakan PPN dengan 
prosentase yang sama dengan produk domestik



KARAKTERISTIK PPN (6)
7. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur 

Pajak
Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau 

Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau 
menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN 
dan memberikan Faktur Pajak.

Pada prinsipnya Faktur Pajak dapat dibuat pada saat 
penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena 
Pajak atau pada saat penerimaan pembayaran (dalam 
hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan).



KARAKTERISTIK PPN (7)
8. PPN bersifat Non Kumulatif
Meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur 

distribusi, PPN yang disetor ke kas Negara hanyalah nilai tambah 
dari BKP atau JKP yang bersangkutan (dengan mekanisme Pajak 
Keluaran-Pajak Masukan), sehingga pengenaan PPN tidak 
menimbulkan dampak pajak berganda 

9. PPN menganut Tarif Tunggal
PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 

10%, Per 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pengecualian dari 
tarif tunggal ini adalah tarif 0% atas Ekspor BKP, agar harga 
barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN dalam negeri 
sehingga barang ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang 
ekspor dari Negara lainnya



MEKANISME PENGENAAN PPN
1. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan BKP atau 

JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak  untuk memungut 
pajak yang terutang (dinamakan Pajak Keluaran)

2. Pada saat PKP tsb diatas membeli BKP atau menerima JKP 
yg terutang (dinamakan Pajak Masukan)

3. Pajak Masukan tsb dikreditkan dgn Pajak Keluaran sesuai 
dgn ketentuan yg berlaku pd akhir masa pajak. Jika jmlh 
Pajak keluaran lebih besar drpd jmlh pajak masukan, maka 
kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya 
tgl 15 bln berikutnya

4. Setiap PKP diwajibkan utk melaporkan pemungutan dan 
pembayaran pajak terutang kpd Kepala KPP setempat 
selambat-lambatnya tgl 20 stlh akhir  masa pajak  



BARANG & BARANG KENA PAJAK (1)

Sesuai dgn UU PPN Pasal 1 angka 2, yg dimaksud dgn Barang 
adlh brg berwujud, yg menurut sifat atau hukumnya dpt berupa 
brg bergerak atau brg tdk bergerak & brg tdk berwujud. yg 
dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. 
Sesuai dengan UU PPN Pasal 1 angka 3, yang dimaksud 
dengan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai 
pajak berdasarkan UU PPN
Pada prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali Undang – 
Undang  menetapkan sebaliknya
Sesuai dengan UU PPN Pasal 4A ayat 2, yang termasuk jenis 
barang yang tidak dikenai PPN adalah :
1.Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang 
diambil langsung dari sumbernya, antara lain : minyak mentah, 
gas bumi, asbes, bijih besi , bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, 
bijih nikel, dan bijih perak



BARANG & BARANG KENA PAJAK (2)

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
oleh rakyat banyak, antara lain : beras, gabah, jagung, 
sagu, kedelai, garam, daging, telor, susu, buah2an, 
sayur2an, emas batangan



JASA & JASA KENA PAJAK (1)

Sesuai dgn UU PPN Pasal 1 angka 5, yg dimaksud dgn Jasa 
adlh Kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yg menyebabkan suatu barang atau fasilitas 
atau kemudahan atau hak tersedia utk dipakai, termasuk jasa 
yg dilakukan utk menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
Sesuai UU PPN Psl 1 angka 6, yg dimaksud dgn Jasa Kena 
Pajak (JKP) adlh jasa yg dikenai pajak berdasarkan UU PPN
Pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPN kecuali Undang – 
Undang  menetapkan sebaliknya
Sesuai dgn UU PPN Pasal 4A ayat 3, yg termasuk jenis jasa 
yang tidak dikenai PPN adalah :
1.Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, antara lain : 
jasa dokter, jasa kebidanan, jasa rumah sakit, 



JASA & JASA KENA PAJAK (2)
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, antara lain : jasa 

pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, jasa 
pemakaman 

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, antara 
lain : jasa pengiriman surat dengan menggunakan 
perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti 
perangko tempel

4. Jasa Keuangan, antara lain : Jasa perbankan, jasa 
pembiayaan, jasa penjaminan

5. Jasa Asuransi adalah jasa pertanggungan, antara lain : 
asuransi kerugian, asuransi jiwa & reasuransi yg dilakukan 
oleh perusahaan asuransi kpd pemegang polis asuransi

6. Jasa kesenian dan hiburan, antara lain : semua jenis jasa 
yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan



JASA & JASA KENA PAJAK (3)
7. Jasa di bidang keagamaan, antara lain : Jasa pelayanan 

rumah ibadah, Jasa pemberian khotbah
8. Jasa di bidang pendidikan, antara lain : Jasa penyelengga- 

raan pendidikan sekolah & Jasa penyelenggaraan 
pendidikan luar sekolah 

9. Jasa di bidang penyiaran yg bukan bersifat iklan, antara 
lain :  jasa penyiaran radio atau tekevisi yg dilakukan oleh 
intansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan 
dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

10. Jasa di bidang angkutan umum di darat & air, serta jasa 
angkutan udara di dlm negeri yg menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

11. Jasa tenaga kerja, antara lain : Jasa penyediaan tenaga 
kerja dan Jasa penyelenggara pelatihan tenaga kerja 



JASA & JASA KENA PAJAK (4)
12. Jasa Pengiriman Uang dgn Wesel Pos
13. Jasa Boga atau Catering
14. Jasa perhotelan, antara lain : Jasa penyewaan kamar & Jasa 

penyewaan ruangan utk kegiatan acara atau pertemuan di 
hotel

15. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 
menjalankan pemerintahan secara umum antara lain : Jasa 
pemberian IMB, Jasa pemberian SIUP, Jasa pemberian 
NPWP dan Jasa pembuatan KTP

16. Jasa Penyediaan Tempat parkir adalah jasa penyediaan 
tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan / 
atau penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik 
tempat parkir dan / atau pengusaha kepada pengguna tempat 
parkir dengan dipungut bayaran

17. Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam



OBJEK PPN (1)

Obyek PPN meliputi : (UU PPN Pasal 4)
1.Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah 
pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2.Impor Barang Kena Pajak
3.Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah 
pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4.Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah 
pabean didalam daerah pabean
5.Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah 
pabean
6.Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7.Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8.Ekpor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak



OBJEK PPN (2)
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP) DIDALAM 

DAERAH PABEAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA

Sesuai dengan UU PPN Pasal 1A ayat 1, yang termasuk dalam 
pengertian Penyerahan BKP adalah :
1.Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian 
2.Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan 
perjanjian leasing
3.Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru 
lelang
4.Pemakaian sendiri dan / atau pemberian cuma-cuma atas BKP
5.BKP berupa persediaan dan / atau aktiva yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan



OBJEK PPN (3)
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Kantor Cabang atau sebaliknya, 

dan / atau penyerahan BKP antar cabang
7. Penyerahan BKP Secara Konsinyasi
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya 
dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

Sesuai dengan UU PPN Pasal 1A ayat 2, yang tidak termasuk dalam 
pengertian Penyerahan BKP adalah :

1. Penyerahan BKP kpd makelar sebagaimana dimaksud dlm kitab UU 
hukum dagang

2. Penyerahan BKP utk jaminan utang piutang
3. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dalam 

hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pemusatan tempat 
pajak terutang



OBJEK PPN (4)
4. Pengalihan BKP dlm rangka penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan dan pengambil alihan usaha 
dengan syarat pihak yg melakukan pengalihan dan yg 
menerima pengalihan adalah PKP

5. BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula tdk untuk 
diperjualbelikan, yg masih tersisa pd saat pembubaran 
perusahaan, dan yg pajak masukan atas perolehannya 
tdk dpt dikreditkan sebagaimana dimaksud dlm UU PPN 
Pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf c

 



OBJEK PPN (5)
Sesuai dengan penjelasan UU PPN Pasal 4, maka 
Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi 
syarat sebagai berikut :
1.Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
2.Brg Tdk Berwujud yg diserahkan merupakan BKP Tidak 
Berwujud
3.Penyerahannya dilakukan didalam daerah pabean
4.Penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha 
atau pekerjaannya.

IMPOR BARANG KENA PAJAK

Pajak juga dipungut pd saat impor BKP, dan pemungutannya 
dilakukan melalui Dirjen Bea & Cukai, tanpa memperhatikan 
apakah dilakukan dlm rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya



OBJEK PPN (6)
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR 

DAERAH PABEAN DIDALAM DAERAH PABEAN

Utk memberikan perlakuan pengenaan pajak yg sama dgn 
impor BKP, maka atas BKP Tidak Berwujud yang berasal dari 
luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam 
daerah pabean juga dikenakan PPN
Contoh : Paijo sebagai pengusaha yg berkedudukan di Jakarta 
memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki oleh 
Pengusaha dari Hongkong yg bernama Jet Li. Atas 
pemanfaatan merek tersebut oleh Paijo didalam daerah pabean 
terutang PPN



OBJEK PPN (7)
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN 

DIDALAM DAERAH PABEAN

Jasa yg berasal dari luar daerah pabean yg dimanfaatkan oleh siapapun 
didalam daerah pabean dikenakan PPN
Contoh : Mitha sebagai pengusaha yg berkedudukan di Jakarta 
memanfaatkan JKP yang dimiliki oleh Pengusaha dari Inggris yang 
bernama Gerrard. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut oleh 
Mitha didalam daerah pabean terutang PPN

EKSPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD OLEH PENGUSAHA 
KENA PAJAK

Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
hanyalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak



OBJEK PPN (8)
EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD OLEH 

PENGUSAHA KENA PAJAK

Yang dimaksud ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, antara 
lain : ekspor hak cipta bidang kesenian, ekspor paten

EKSPOR JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK

Temasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah 
Penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam daerah pabean ke luar 
daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak, yang menghasilkan 
dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar 
pesanan atau permintaan dgn bahan dan/atau petunjuk dari 
pemesanan di luar daerah pabean



SUBJEK PPN (1)
Pada dasarnya Subjek PPN adalah siapapun yang dikenakan 
kewajiban dalam bidang PPN, meliputi : PKP atau Bukan PKP 

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 14, yang dimaksud dengan 
Pengusaha adlh orang pribadi atau badan dlm bentuk apa pun yg 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan brg, 
mengimpor brg, mengekspor brg melakukan usaha perdagangan, 
memanfaatkan brg tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau 
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 15, yang dimaksud dengan 
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang



SUBJEK PPN (2)
Pengusaha Kecil tidak termasuk Subyek PPN. Hal ini sesuai dengan 
UU PPN Pasal 3A ayat 1, yang berbunyi : “Pengusaha yang 
melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 
pasal 4 ayat 1 huruf a, c, f, g dan h, kecuali Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, 
menyetor dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang
Pengusaha Kecil dapat memilih untuk menjadi PKP. Hal ini sesuai 
dengan UU PPN Pasal 3A ayat 1a, yang berbunyi : “Pengusaha 
kecil sebagaimana dimaksud pada UU PPN Pasal 3A ayat 1 dapat 
memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”
Adapun Batasan untuk dinyatakan sebagai Pengusaha Kecil 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
197/PMK.03/2013 Pasal 1, 4 dan Pasal 5



DASAR PENGENAAN PAJAK (1)
Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 17, yg dimaksud dgn Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) adlh Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor atau Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang
Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 18, yg dimaksud dgn Harga Jual 
adlh nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta / seharusnya 
diminta oleh penjual krn penyerahan BKP, tdk termasuk PPN yg dipungut 
menurut UU ini & potongan harga yg dicantumkan dlm Faktur Pajak
Pabrikan biskuit selaku PKP menyerahkan sejumlah biskuit hasil 
produksinya kpd pedagang besar dgn hrg jual seluruhnya sebesar Rp 
100.000.000. atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 11% (tarif baru). 
Pajak yg terutang dpt dihitung Sbb:
Harga jual biskuit = Rp 100.000.000
PPN terutang sebesar 11% = Rp   11.000.000



DASAR PENGENAAN PAJAK (2)
Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 19, yg dimaksud dgn Penggantian adlh 
nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta / seharusnya diminta 
oleh pengusaha krn penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tdk 
Berwujud, tetapi tdk termasuk PPN yg dipungut menurut UU ini & potongan 
harga yg dicantumkan dlm Faktur Pajak atau nilai berupa uang yg dibayar / 
seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa krn pemanfaatan JKP dan/atau 
oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Dlm sebuah perjanjian jasa kebersihan (cleaning service) antara PT Adi dgn 
PT Mitra sebuah perusahaan kebersihan, terdpt rincian biaya yg hrs dibayar 
oleh pihak yg menerima jasa dlm 1 bln sbb: 
Jasa kebersihan Rp 15.000.000
Premi asuransi keselamatan kerja Rp      500.000
Honorarium petugas kebersihan Rp   5.000.000 +
Penggantian Rp 20.500.000
DPP Rp 20.500.000



DASAR PENGENAAN PAJAK (3)
Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 20, yg dimaksud dengan 
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar 
penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan 
ketentuan dlm peraturan perundang-undangan yg mengatur 
mengenai Kepabeanan & Cukai utk Impor BKP, tdk termasuk 
PPN atau PPn BM yg dipungut menurut UU ini
Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
PPN = 11% x Nilai Impor
Contoh : PT. X mengimpor barang A yang memiliki hrg dlm CIF 
sebesar US$ 25.000 & berdasarkan buku tarif bea masuk dari 
Bea dan Cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%, kurs pajak 
yg berlaku pd tgl impor (Pemberitahuan Impor Barang) tsb adlh 
Rp. 12.000. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang 
diimpor PT. X tsb adalah sbb :



Perhitungan :
Harga CIF = US$ 25.000
Bea Masuk = 25%
Kurs = Rp. 12.000

Nilai CIF dalam rupiah :
US$ 25.000 x Rp. 12.000 = Rp. 300.000.000
Bea Masuk :
25% x Rp. 300.000.000 = Rp.   75.000.000 +
Nilai Impor = Rp. 375.000.000  

PPN = 11% x Rp. 375.000.000
= Rp. 41.250.000

DASAR PENGENAAN PAJAK (4)



DASAR PENGENAAN PAJAK (5)
Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dgn 
Nilai Ekspor adlh nilai berupa uang, termasuk semua biaya 
yg diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 
75/PMK.03/2010 Pasal 1, yg dimaksud dgn Nilai Lain 
adlh nilai berupa uang yg ditetapkan sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 75 
/PMK.03/2010 Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.11/2013 Pasal 2 
(Jo. PMK No. 75 /PMK.03/2010 Pasal 1)



TARIF PPN
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TARIF PPN



TARIF PPN



TARIF PPn BM

Tarif PPn BM diatur dalam UU PPN Pasal 8

Ayat 1 : Tarif PPn BM ditetapkan paling rendah 10% & 
paling tinggi 200%
Ayat 2 : Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dgn 
Tarif 0%
Ayat 3 : Ketentuan mengenai kelompok  BKP  yang  tergolong 
mewah, yg dikenai PPn BM dgn tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah 
Ayat 4 : Ketentuan mengenai jenis barang yg dikenai PPn BM 
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
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